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BUPATI MIMIRA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR      43    TAHUN  2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

Menimbang bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  12  Peraturan
Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  2  Tahun  2022   tentang
Pertanggungjawaban  Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja  Daerah  Kabupaten  Mimika  Tahun  Anggaran  2021,
perlu   menetapkan   Peraturan   Bupati   tentang   Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan   Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021.

Mengingat     :  1.     Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara
Negara  yang  Bersih  dan  Bebas   dari  Korupsi,   Kolusi   dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1999
Nomor 75,   Tambahan Lembaran Negara   Republik Indonesia
Nomor 3851);sebagaimana telah beberapa kali diubah terahkir
dengan   Undang-   Undang  Nomor   19   Tahun   2019   tentang
Perubahan  Kedua  atas  Undang -  Undang  Nomor  30  Tahun
2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor
197,    Tambahan    Lembaran    Negara       Republik   Indonesia
Nomor 6409);

2.     Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan
Propinsi   Otonom   Irian   Barat   dan   Kabupaten-Kabupaten
Otonom  di  Propinsi  Irian  Barat  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun    1969   Nomor   47,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2907);



-2-

3.     Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan
Propinsi   Irian   Jaya   Tengah,   Propinsi   Irian   Jaya   Barat,
Kabupaten  Paniai,   Kabupaten  Mimika,   Puncak  Jaya,   Kota
Sorong  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1999
Nomor  173, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 3894);

4.     Undang -Undang  Nomor    21  Tahun  2001  tentang  Otonomi
Khusus   bagi   Provinsi   Papua   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun   2001   Nomor   135,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4151)  sebagaimana  telah
diubah beberapa kali terahkir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahari Kedua atas Undang Undang
Nomor 21 Tahun 2001  tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2021
Nomor  155,  Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

5.     Undang-Undang  Nomor   17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor 47,  Tambahan Lembaran Negara   Republik Indonesia
Nomor 4286);

6.      Undang     -     Undang     Nomor     1     Tahun     2004     tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan I+embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

7.     Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambalian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8.     Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan    Pembangunan    Nasional    (Lembaran    Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor    104,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9.     Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2011   Nomor   82,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5234);  sebagaimana  telah
diubah   dengan   Undang-undang   Nomor    13   Tahun   2022
tentang  Perubahan  Kedua    Atas  Undang-Undang  Nomor  12
Tahun   2011   tentang   Pembentukan   Peraturan   Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor  143,  Tambahan  Lembarari  Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);
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10.   Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2008  Nomor  2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagalmana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor
2   Tahun   2008   tentang   Partai   Politik   (Lembaran   Negara
Republik    Indonesia    Tahun    2011    Nomor    8,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

11.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undangundang Nomor  11  Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

12.   Undang -  Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  -Undang  Nomor  1
Tahun    2020    tentang   Kebijakan    Keuangan    Negara   dan
Stabilitas   Sistem   Keuangan   untuk   Penanganan   Pandemi
Corona  Virus  Disiase  2019   (COVID  -   19)   dan/atau  dalam
rangka     menghadapi      ancaman     yang      membahayakan
perekonomian Nasional dan/atau  stabilitas  sistem keuangan
menjadi   undang   -   undang   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun   2020,   Nomor   134,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

13.   Undang -  Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2022  Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757:

14.   Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji    Pegawai    Negeri    Sipil    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia   Tahun    1977   Nomor    11,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3098)  sebagaimana  telah
diubah  beberapa kali terakhir  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedelapan  Belas
Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun   1977  tentang
Peraturan    Gaji    Pegawai    Negeri    Sipil    (Lembaran    Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);



-4-

15.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    23    Tahun    2005    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Badan   Layanan   Umum   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran     Negara     Republik     Indonesia     Nomor     4502)
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Pemerintah
Nomor  74  Tahun  2012  tentang  Perubahan  atas  Peraturan
Pemerinatah   Nomor   23   Tahun   2005   tentang   Pengelolaan
Keuangan    Badan    Layanan    Umum    (Lembaran    Negaran
Republik   Indonesia   Tahun   2012   Nomor    171,   Tambahan
Lelmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang  Dana
Perimbangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2005   Nomor   137,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 4575);

17.   Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005  tentang Sistem
Informasi   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun   2005   Nomor   138,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia   Nomor 4576),  sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan   Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang  Perubahan  Atas   Peraturan  Pemerintah   Nomor   56
Tahun   2005   tentang   Sistem   Informasi   Keuangan   Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010   Nomor
110,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 5155);

18.   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinelja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2006    Nomor   25,    Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4614);

19.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    39    Tahun    2007    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Negara/Daerah   (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2007    Nomor   83,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

20.   Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan  Kepada  Partai  Politik  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2009   Nomor   18,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4972),  sebagaimana  telah
diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2018
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2018  Nomor  1,
Tambahan       Lembaran       Negara       Republik       Indonesia
Nomor 6177);
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21.   Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi     Pemerintahan     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun   2010   Nomor   123,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Hibah
Kepada Daerah  (I+embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012    Nomor    5,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 5272);

23.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    18    Tahun    2016    tentang
Perangkat   Daerah   (I,embaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor   114   Tahun   2016,   Tambahan   Lembaran   Republik
Indonesia   Nomor   5887);sebagaimana   telah   diubah   dengan
Peraturan    Pemerintah    Nomor    72    Tahun    2019    tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2016
tentang    Perangkat    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia   Tahun   2019   Nomor   187,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

24.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2017    tentang
Pembinaan   dan   Pengawasan   Penyelenggaraan   Pemerintah
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017
Nomor  73,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6041);

25.   Peraturan  Pemerintah  Nomor   18  Tahun  2017  tentang  Hak
Keuangan  dan  Administratif  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Negara
Indonesia  Tahun   2017   Nomor   106,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

26.   Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018  tentang Standar
Pelayanan   Minimal   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

27.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2018    tentang
Pedoman  Penyusunan Tata Tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah   Propinsi,   Kabupaten   dan   Kota   (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun    2018    Nomor    59,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

28.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    56    Tahun    2018    tentang
Pinjaman   Daerah    (I,embaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun    2018    Nomor    248,    Tambahan    Lembaran    Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

29.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah   (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2019   Nomor   42,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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30.   Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

31.   Peraturan Presiden Nomor  16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa     Pemerintah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun  2018  Nomor  33);sebagaimana  telah  diubah
dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018
tentang     tentang     Pengadaan     Barang/Jasa     Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

32.   Peraturan Presiden Nomor  17 Tahun 2019 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan
di   Propinsi   Papua   dan   Papua   Barat   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);

33.   Keputusan    Presiden    Nomor    68    Tahun    2002     tentang
Tunjangan Khusus Provinsi Papua;

34.   Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing
Kegiatan,  Realokasi  Anggaran,  serta  Pengadaan  Bararig  dan
Jasa   dalam   rangka  Percepatan   Penanganan   CororLa   Vlms
Disjcise 20J9    (COVID-19);

35.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   80   Tahun   2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  (Berita Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  2036);  sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun  2018  tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  80  tahun  2015  tentang  Pembentukan
Produk  Hukum  Daerah   (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

36.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   64   Tahun   2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual   pada   Pemerintah   Daerah   (Berita   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

37.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   19   Tahun   2016
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

38.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   62   Tahun   2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan   dan   Pertanggungjawaban   Dana   Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
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39.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   36   Tahun   2018
tentang   Tata    Cara   Penghitungan,    Penganggaran    Dalam
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah,    dan   Tertib
Administrasi      Pengajuan,       Penyaluran,       dan      Laporan
Pertanggungjawaban  Penggunaan  Bantuan  Keuangan  Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018  Nomor
630),  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   36   Tahun   2018
tentang   Tata    Cara    Penghitungan,    Penganggaran    Dalam
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah,    dan   Tertib
Administrasi      Pengajuan,       Penyaluran,       dan      Laporan
Pertanggungjawaban  Penggunaan  Bantuan  Keuangan  Partai
Politik    (Berita    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2020
Nomor 1777)

40.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   70   Tahun   2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

41.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   90   Tahun   2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

42.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   39   Tahun   2020
tentang  Pengutamaan  Penggunaan  Alokasi  Anggaran  Untuk
Kegiatan   Tertentu,    Perubahan   Alokasi   Dan   Penggunaan
Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah   (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

43.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   64   Tahun   2020
tentang   Pedoman   Penyusunan   Anggaran   Pendapatan   dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

44.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   77   Tahun   2020
tentang   Pedoman   Teknis   Pengelolaan   Keuangan   Daerah,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

45.   Keputusan   Gubernur   Papua   Nomor   065-23   Tahun   2022
tentang  Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten
Mimika  tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Tahun Anggaran  2021  Dan
Rancangan   Peraturan   Bupati   Mimika   tentang   Penjabaran
Pertangggungj awaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
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46.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  2  Tahun  2007
tentang      Pokok-Pokok      Pengelolaan      Keuangan      Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);

47.   Peraturan  Daerah Kabupaten  Mimika Nomor  16  Tahun  2010
tentang   Bea   Perolehan   Hak   Atas   Tanah   dan   Bangunan
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 16 );

48.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  4  Tahun  2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan  Pedesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 4);

49.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  1  Tahun  2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Mimika Tahun Anggaran 2021   (Lembaran Daerah Kabupaten
Mimika   Tahun   2021   Nomor   1,   Noreg   Peraturan   Daerah
Kabupaten Mimika Provinsi Papua Nomor 01 /2021);

50.   Peraturan   Bupati   Mimika   Nomor   4   Tahun   2021   tentang
Penjabaran    Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Daerah
Kabupaten   Mimika  Tahun  Anggaran   2021   (Berita   Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSRAN  :

Menetapkan    :   PERATURAN             BUPATI             TENTANG             PENJABARAN
PERTAN G G U NGJAWABAN            PELAKSANAAN           AN G GARAN
PEN DAPATAN          D AN          B ELANJA          DAB RAH          TAH U N
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021, terdiri dari :

1.     Pendapatan
a.    Pendapatan Asli Daerah
b.    Dana perimbangan
c.    Lain-lain pendapatan Yang sah

Jumlah Pendapatan

2.      Belanja
a.    Belanja operasi

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Bunga
4) Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial

Rp        891.287.354.365,97
Rp     3.030.912.011.121,00
Rp        517.148.757.657,00
Rp    4.439.348.123.143,97

Rp        770.487.654.236,00
Rp     1.103.178.739.046,44
Rp            16.458.333.338,00
Rp         110.093.678.300,00
Rp            41.996.211.878,00
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b.    Belanja Modal
1) Belanja Modal Tanah
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4) Belarija Modal Jalan, Jaringan dan

Iri8asi
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

C. Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga

d.    Belanja Transfer
1) Belanja Bantuan Keuangan ke Desa
2) Belanja Bantuan Keuangan Lainnya

Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

3.     Pembiayaari Daerah
a.    Penerimaan pembiayaan Daerah
b.    Pengeluaran pembiayaan Daerah

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp            31.412.129.284,00
Rp           86.489.903.534,00
Rp        420.382.852.074,00
Rp         613.223.614.575,81

Rp             2.822.092.494,00

Rp                 358.059.863,00

Rp         354.648.518.000,00

Rp                                      0,00
Rp      3.551.551.786.623,25
Rp         887.796.336.520,72

Rp             45.118.065.112,85
Rp           613.152.657.436,00
Rp         (568.034.592.323,15)

Sisa Lebih pembiayaan Anggaran Tahun      Rp          319.761.744.197,57
Berkenaan

Pasal 2

Ringkasan  Laporan  Realisasi  Anggaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1
tercancum  dalam  Lampiran  I  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal  3

Ringkasan  Laporan  Realisasi  Anggaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2
dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran  Laporan  Realisasi Anggaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3
tercantum  dalam  Lampiran  11  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Larnpiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlarfu pada tanggal undangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,   memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di   Timika
pada tanggal,  15 Agustus 2022

BUPATI MIMIRA,
ttd

ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal,16  Agustus  2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd

JENI OHESTINA USMANY

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 47


